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ABSTRAK  - Faktor perubahan organisasi dan kebutuhan untuk penyesuaian tata 

kelola dalam pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada 
Direktorat Jenderal Perkeretaapian, perlu mengganti Peraturan Menteri 
Perhubungan Nomor PM 84 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan 
Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku 
pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebagaimana telah beberapa 
kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor      
PM 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri 
Perhubungan Nomor PM 84 Tahun 2016. 

 

  - Dasar hukum Peraturan Menteri Perhubungan ini adalah Pasal 17        

ayat (3) UUD 1945; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2007 

sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 39 

Tahun 2008; UU No. 9 Tahun 2018; PP No. 56 Tahun 2009 sebagaimana 

telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP No. 33 Tahun 2021; PP 

No. 15 Tahun 2016; PP No. 59 Tahun 2020; PP No. 69 Tahun 2020; 

PERPRES No. 53 Tahun 2012 sebagaimana telah beberapa kali diubah 

terakhir dengan PERPRES No. 33 Tahun 2024;  PERPRES No. 23 Tahun 

2022; PERMENHUB No. PM 17 Tahun 2022. 

 

  - Dalam Peraturan Menteri Perhubungan ini diatur tentang ketentuan 
umum, jenis PNBP yang berlaku pada Ditjen KA, pengenaan tarif atas 
PNBP, tata cara pembayaran dan pelaporan PNBP, sanksi administratif 
serta kelebih dan kekurangan bayar PNBP. 
 

 CATATAN : -  Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 28 Juni 

2024 dan ditetapkan tanggal 11 Juni 2024. 

 

  -  Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, seluruh pelaksanaan 
PNBP TAC terutang pada tahun 2024 mengacu ketentuan dalam 
Peraturan Menteri ini dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 
84 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 1 Tahun 2022, dinyatakan 
dicabut dan tidak berlaku.  

 
  -  Lamp. : 17 hlm. 

 


